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PUTUSAN
Nomor 1518/Pdt.G/2024/PA.Bgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana
tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir di Bogor 23
Oktober 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di
XXXKXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,
alamat domisili elektronik XXXXXXXXXX, sebagai Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, tempat tanggal lahir di Tasik 10 September 1960, umur 64
tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian
Lepas, XXXXXXXXXXXX, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat,
sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Para pihak;
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 November 2024
yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor
tanggal 26 November 2024 dengan register Nomor 1518/Pdt.G/2024/PA.Bgr,
dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Bahwa pada 19 Juli 1991 Penggugat dan Tergugat telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedunghalang, Kabupaten
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Bogor sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tertanggal
20 Juli 1991,

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan
Tergugat berstatus perjaka;

3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir
tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamat di
XXXXXXXXXX, Kota Bogor;

4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak

yang bernama:

4.1. Anak 1, laki-laki, lahir di Bogor, 10 Februari 1992;
4.2 Anak 2, laki-laki, lahir di Bogor, 04 Juli 2000;
5. Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sekitar 24

(dua puluh empat) tahun, sejak itu Tergugat sudah tidak pernah
memperdulikan Penggugat, tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir
maupun nafkah batin dan tidak pernah memberikan kabar lagi kepada
Penggugat. Dan saat ini Tergugat tinggal bersama saudara Tergugat;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan
hasil;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116
huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada
Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan
memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada
Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Primer:
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex
aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang
menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor
1518/Pdt.G/2024/PA.Bgr tanggal 28 November 2024, yang dibacakan
dipersidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan
tidak ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan
yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat pada
perkara a quo;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati
Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan
tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk tetap
bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum
dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya
tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat terhadap surat gugatan Penggugat tidak dapat
didengar karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Surat
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1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat XXXXXXXX
dengan Nomor Induk Kependudukan XXXXXXXXXX, bermeterai cukup
dan telah dicap pos serta telah telah dicocokkan dengan aslinya dan
ternyata sesuai (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kedunghalang, Kabupaten Bogor dengan Nomor XXXXXXX tertanggal
20 Juli 1991, bermeterai cukup dan telah dicap pos serta telah
dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P.2);
B. Saksi
1. Saksi 1, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXX , Kota
Bogor, Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXX dan
Tergugat bernama XXXXXXXX;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai
hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1991;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak
yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina
rumah tangga di XXXXXXXXXX, Kota Bogor;
-Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 9 (sembilan)
tahun, namun sejak tahun 2000 yang lalu rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama;
-Bahwa setahu saksi Tergugat pergi meninggalkan kediaman
bersama karena Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat,
Tergugat tidak memberikan nafkah lahir maupun batin dan tidak
pernah memberikan kabar lagi kepada Penggugat;
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- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama 24 (dua puluh empat ) tahun;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar
rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;
2. Saksi 2, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX, Kota Bogor,
Provinsi Jawa Barat, di persidangan saksi telah memberikan keterangan
di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama XXXXXXX dan
Tergugat bernama XXXXXXXXX;
- Bahwa saksi sebagai teman Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai
hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1991,
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak
yang bernama Anak 1 dan Anak 2;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina
rumah tangga di XXXXXXXXXX, Kota Bogor;
-Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama 9 (sembilan)
tahun, namun sejak tahun 2000 yang lalu rumah tangga Penggugat
dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Penggugat, kalau Tergugat pergi
meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat sudah tidak
memperdulikan Penggugat, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir
maupun batin dan tidak pernah memberikan kabar lagi kepada
Penggugat;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal selama 24 (dua puluh empat) tahun;
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- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar
rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon
putusan;

Bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat
sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk
memeriksa perkara a quo, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara
resmi dan patut secara elektronik berdasarkan Pasal 15, Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di
Pengadilan Secara Elektronik dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah
datang di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan surat panggilan (relass),
yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan
patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut
disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut
diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat merupakan rangkaian
dalil yang isinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pisah
tempat tinggal selama 24 (dua puluh empat) tahun dikarenakan Tergugat sudah
tidak pernah memperdulikan Penggugat dan anak, tidak memberikan nafkah,
baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan tidak pernah
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memberikan kabar lagi kepada Penggugat. Atas dasar itu, Penggugat mohon
untuk dijatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat
tersebut dan keterangan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan Pasal 19
huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama
2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah
atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, jawaban Tergugat tidak
dapat didengar sebab Tergugat tidak pernah datang di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1865
KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan permohonannya,
Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang
saksi yang akan dipertimbangakan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk,
telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
165 HIR., jo Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti
tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, telah
memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu
mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal
165 HIR., jo Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 3 Ayat (1) huruf (b) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, oleh karena itu bukti
tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka dinyatakan Penggugat
berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor, dengan demikian
Pengadilan Agama Bogor berwenang memeriksa perkara a quo;
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Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka dinyatakan terbukti
antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang
pernikahannya dilaksanakan tanggal 19 Juli 1991, oleh karenanya Penggugat
dengan Tergugat merupakan persona standi in yudicio dan sebagai pihak yang
berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat, telah memenuhi syarat
formil dan materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 144 ayat (1) HIR., 145
ayat (1) HIR dan 147 HIR., dan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR.,
membuktikan bahwa saksi-saksi berdasarkan atas pengetahuannya, saling
berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalii permohonan
Penggugat yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat
tinggal selama 24 (dua puluh empat) tahun dikarenakan Tergugat pergi dari
kediaman bersama sehingga Tergugat sudah tidak pernah memperdulikan
Penggugat dan anak, tidak memberikan nafkah, baik nafkah lahir maupun
nafkah batin kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan kabar lagi
kepada Penggugat, selanjutnya antara Penggugat dan Tergugat sudah
diupayakan damai namun tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi-saksi
tersebut memiliki nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat di atas
ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah pada tanggal
19 Juli 1991 berdasarkan kutipan akta nikah nomor XXXXXXX tertanggal 20
Juli 1991;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang harmonis
hanya selama 9 (sembilan) tahun;

3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan yang rukun dan harmonis,
Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama
Anak 1 dan Anak 2;

4, Bahwa sejak tahun 2000 Tergugat sudah tidak pernah peduli
terhadap Penggugat dan anak-anak, tidak memberikan nafkah, baik nafkah
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lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat dan tidak pernah memberikan
kabar lagi kepada Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah rumah
selama 24 (dua puluh empat) tahun dan sudah tidak pernah lagi
berkomunikasi;
6. Bahwa keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan
Tergugat namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa
membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya
dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan
yang berlaku (vide Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian
yang diajukan Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf
(b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, berdasarkan fakta hukum bahwa terbukti bahwa antara
Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 24 (dua puluh empat)
tahun;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga, suami istri memperoleh hak
dan kewajiban yang harus dijalankan. Salah satu indikator rumah tangga yang
baik adalah tinggal bersama, sehingga suami dapat memberikan perlindungan
dan memberikan kasih sayang terhadap istri dan anak-anaknya. Kewajiban
tersebut tidak akan berjalan dengan maksimal apabila suami istri tinggal
berpisah-pisah. Berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim jelaskan di
atas, menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah
tidak harmonis lagi, dan kedua belah pihak juga sudah tidak lagi menjalankan
hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Dengan demikian Penggugat dan
Tergugat patut dinyatakan melanggar amanah Pasal 34 ayat 1 dan 2 Undang-
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Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis
Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun
lagi karena Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 24 (dua puluh
empat) tahun dikarenakan Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama dan
Tergugat ada memberi kabar serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat dan
anak-anak, sehingga Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk
bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya
sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisir tujuan perkawinan yaitu
membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga
yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu suami dan istri tentu
sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai
ibadah dan bertujuan untuk menjaga nasab, mendatangkan kebaikan, dan
meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan
maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ya
ng telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 3
Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum

ayat 21 yang berbunyi::

~

o35 _au) L3153 M| e 35T 315 Ol will oo
uLyv.LJ.)u\Sul d_o.>J3 o)_g_opSAuJ_DgLejJ
093555 p3a)

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menci?atakan

\n—\ \D\

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa
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kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-
benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang
dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Penggugat
dan Tergugat. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan
untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sebuah
kesia-siaan, akan menambah beban dan tidak akan mendatangkan kebaikan
bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan Penggugat
dan Tergugat adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga
mereka. Hal tersebut sejalan dengan norma hukum dalam kitab ushul figh yang
berbunyi:

(o] o — — (o]
cdlaall s Gl 2383 awliall €55
Artinya : Menolak mafsadat (kerusakan) harus didahulukan daripada menarik
maslahat (kebaikan);

Menimbang, bahwa secara sosiologis Majelis Hakim berpendapat,
dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin keharmonisannya,
hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam
keadaan teraniaya (dzulm), maka hal tersebut merupakan bukti adanya
kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah
sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis
Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza
Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halaman 83 yang diambil alih oleh

Majelis Hakim sebagai pendapat pada perkara a quo, yang berbunyi:
sl O daiai u> Ml pllas oMYl Hlis] 28
tai cu> 9 tlo Vs toai aud ghi ely dzgll
DYl OY Ty 1t o 90 dazgll dlas )l
5 30ball ozl guze il axl Ll aSxy O olize

sl zg, oLl I3

Artinya: “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah

dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi
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nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh
(hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum
salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini
adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat telah terbukti dan
beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana
kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019,
Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo.
Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim
berkesimpulan yang bersesuaian dengan kehendak Pasal 119 ayat (2) huruf (c)
Kompilasi Hukum Islam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan
menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi
dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan di persidangan serta
tidak pula terbukti ketidakdatangannya itu disebabkan suatu alasan yang
dibenarkan oleh hukum dan permohonan Penggugat tidak melawan hak dan
beralasan maka permohonan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek
sesuai Pasal 125 ayat (1) HIR;
Biaya Perkara
Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;
Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta
dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap ke persidangan, tidak hadir;
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2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini
sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis
yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Desember 2024 Masehi
bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami H.
Muammar, S.H.l., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H
dan Zainal Ridho, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk
umum dan disampaikan pada Sistem Informasi Peradilan pada hari itu juga
oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Ai Salamah, S.H. sebagai
Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

H. Muammar, S.H.l., M.H
Hakim Anggota Hakim Anggota

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H Zainal Ridho, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti

Hj. Ai Salamah, S.H
Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses : Rp100.000,00
- Panggilan : Rp14.000,00

- PNBP Panggilan : Rp20.000,00
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- Redaksi : Rp10.000,00

- Meterai : Rp10.000,00
Jumlah : Rp184.000,00

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah);
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